'_"menegakkan hukum secar:

. “SURAT KETERANGAN DOKTER :
DALAM PERSPEKTIF KEPENGACARAAN”* |
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L Pendahuluan' B
~ “Dalam. GBHN 1999- _7004 arah kebljakan Emkum antara lam

: "'_-..'..asa31 manu51a (Tap MPR No IV/MPR/1999) Daidm menezakkan hukum R

alat bukt_l. Alat-alat bukii yang.dlperlukan guna membuktikan 5esuatu
perbuatari tidakiah -asal alat bukti, atau -dengan. sembarangan saja
penentuannya, akan tetapi alat bukti dimaksud haruslah alat- alat bukn yans
dlamr dan atau ditentukan oleh uncidnv undan0

Dzhhat dari I{enyfltaan :tnasalah. penegakan hukum dan peruu;udan
keadilan demi kehidupan yang adil dan makmur, memang masih jauh dar
yang, d1czta-c:1takan akan tetapi patut kita hargai kemauan pemerintah yang
mau mtrQSpekm diri dengan bertekad membersihkan para penyelenggara
negara dari praktek-praktek KKN. Kemauan baik pemerintah tersebut
ditengarai dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 1999 sebugai respon
TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih

kon51sten unmk 1eb1h menjamm kepasﬂan_"
~hukum, keadilan dan. Lebenaran ‘supremasi hukum, serta menghargai hak

dan bebas KKN, sekaligus pedoman bagi para penyelenggara negara agar ..

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu patuh dan taat pada
hukum. :

Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan dalam GBHN yang akan
memberi sanksi seberat-beratnya sesuai dengan hukum, dan meningkatkan -
efektivitas pengawasan -(internal dan fungsional) serta pengawasan
masyarakat terhadap sepak ferjang penyelenggara negara.

I, Hukum Pembuktian dan Alat-alat Bukii
1. Hukum Pembuktian

Bahwa masalah pembuktian adalah masalah yang penting sekali untuk

* Disampaikan pada Diskusi Panel *Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter Dalam Sistemn Peradilan
Pidana”, Badan Pembinaan Hukum Masional (BPHN} Jakarta 3 Oktober 2002:
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" diketahui oleh -para ahli hukum maupun profesi yang terkait dengan

hukum, agar dapat lebih jelas memahami masalah pembuktian, dengan

alasan peltlmban an sebaga} benkut _ _

a) Pada dasamva pembuktian adalah muupaﬁan bagian yang pentmw
di dalam hukum acara.

b) Di dalam mengadili perkara (perdata maupun perkara p]dam; hakim
- selalu memeriukan pembuktmn

) Dena‘an d:ae engaarakannya suate perkara melalui Pengadilan. maka
-'_;_;-a}\an dxcapa; saaw penyeiesamn yang pasil be:dasm}aan aiat«alat:‘_-:’f‘:
pembukt:an '

d) -Dengan pumbu}\imn dlmaksudkan akan dapai dxcapm suin ks:.bummn »
yang sesungguhnya vaitu kebenaran yang sejati.

e) Dan dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa
“sebenarnya vang salah dan Sh}pd sebenarnya yang tidak bersalah.

f)  Dengan adanya pemhuklldn maka  akan dapat dijamin adanva
“perlindungan terhadap ‘hak-hak asasi manusia.

¢ Pembukiian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suaty
perkqm ad‘liah pemeul«_sadn yang benar dan i‘an’ menurut hukum.

h) ._Adanya alat alat pembuktian 1t dapai menja.mm bahwa hakim dalam
-melakukan pembuktian tidak mengada-ada Karena telah ditentukan
- dalam undang-undang. '

i) - Adalah suate kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa masih
ada Sarjana Hukum yang belum tahu bagaimana cara membukuikan
suatu perbuatan yang didakwakan.

Di dalam membuktikan adanya suatu peristiwa digunakan alat-alat
bukii yang sah menuarut hukom.

Gunpa mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan
mengenai fakta, Dengan adanya bahan mengenai fakia akan dapat
diketahui dan diambil kesimpulan ientang adanya bukti.

Kita mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal
tentang adanya pembuktian. Di dalam ilmu pasti ada dikenal suatu
pembuktian yang seksama yaitu pembukiian vang mempunyal nilai mutlak.
Jadi pembuktian dalam ilmu pasti itu logis yaitu suatu pembuktian yang
dapat diterima akal sehat dan berlaku universal.

Lain halnya dengan pembuktian dalam ilmu hukum, pembuktannva
tidak dapat secara muilak dan tidak logis, melainkan pembuktiannya
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ketldakpasuan J ad1 kebenarannya yamT chcapal merupakan kebenaran yano

- relanf

Kita harus membenl«an keyakman terhadap fakta yanU d:kemukakan
dan fakta it harus selaras dengan kebenaran. Keyakmzm bahwa sesuatu
hal memang benar-benar terjadi harus dapat diciptakan dan dapat diterima
oleh pihak"iainnya, karena“apabila hanya ‘dapat diciptakan tanpa diikuti
_ 1dengan dapat diterlma oleh pihak lain, akhlrnya akan tidak -mempunyaj
D dalam proses pemeriksaan penoadlidn -sebelum - ditarik suatu

'_i{e&mpulan akhir yang dituanukan ‘dalam keputusan, ‘dalamn tugasnya
" -Hakim harus berpedoman dan’ tenkat pada’ aturan-aturan pembuktzan yang

“ '-'diatur di’ dalam hukum yang disebut dengan “hukwin pembuknan :

Oleh karena itu pengadllan (haklm) ndak boleh hanya bersandar pddd
keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan kepada afat bukti.
Apabila secara mutlak diperbolehkan hakim menyandarkan pada
keyakinannya ‘saja tanpa alat-alat bukti lainnya akan dapat berakibat
terjadmya tindakan : yang sewenang—wenang karena keyakman hakim itu
sangat subyektif sekali. :

Dalam hubungannya dengan artt pembuktian, “membukiikan ialah
meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil arau dalil-dalil vang
dikemukakan dalam suawu persengketaan”.! Prof. R. Subekti, SH.

Membuktikan berarti menjelaskan (menvatakan) kedudukan hukin
vang sebenarnya berdasarkan kevakinan hakim atas dalil-dalil vang
dikemukakan para pihak yang bersengketa’®

Aturan-aturan pembuktian yang dicakup dalam hukum pembuktian
dimaksudkan untuk digunakan dalam memeriksa sengKketa untuk mencapai
suatu putusan-akhir baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

2. Beban Pembuktian

Di dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi
kewajiban hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak dapat
membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan
dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para pihak
yang berperkara agar jangan sampai dirugikan, dalam hal yang sama
menurut Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., “tidak lain untuk memenuhi
syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian ite tidak berat

I. Subekti Prof. SH. Hukin Pembukiion.cetakan ke-3. Pradeya Paramita Jakarta, 1975 hal 5.
2. JTewuh Samupdera. SH. Hukom Pembuktian, Dalam, Acars. Perdata,, Alnmni., Bandene, tuu2 hal

12,
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'-':._s,ebealah“3 Oleh karena tidak selalu setiap orang dapat. tmmbukiman

sesuatu vang benar, dan juga dxmungkmi«an seseorang dapat membukiikan
apa yang tidak benar, maka masalah beban pembuktian datam sidang
'pengadllah amn menentukan }alannya 5xdanﬁ dan sduxhﬁus Jugd &_}\_a.n
Emenenmkan ha51§ perkala ' ;

i Jadl ciar; uraian yang telai dmebut ddpdt dls;mpulkan bahwa ;;/dwT
.d;mdksud dengan smasalah beban pembuktian: adalah 1masalah yang dapat
'menentukan jahmnya pemeriksaan perk‘lra dan menentukan hasil perkara,
; yang pembutmnnya itu harus dilakukan oleh ‘para. pihak ((bukan. hakim)
'_-'dengan Jalan. menvéjukan - alat- aE&t buim ‘dan -hakimlah (huda.saxkan
_'purtimbangan dcﬂgan melihat situasi dan chdxxa dari p&k'lld/dl]ih&t ]\asm
demi kasus) yang akan menentukdn Ppihak mana yang harus mﬁ_mbu}\t;kan
'f;i&n yang kebenarann},a 1tu d}Jaci;%\au saiah satu ﬁasar untu!« mLﬁL’.d!ﬂb!]
putusan dkh:r '

Tt,{ﬂpi di: d‘ilam menﬁambll l\eten‘iuan mengenai bn,ban punbu%tmn
ha?r\]m_h__al us:be_rus,am.agdr.t:da}\ mempunyal perasaan yang berat sebejah
atau secara berprasangka dengan menentukan salah satu pihak untuk diberi
_?{ewajiban mt‘:mbuktikan sc—:_s_ua_z_u yang mem_beratka;a.

3. Aiaﬁ Buhta yana Sah Menurﬁt KUEAP

o Ala buktl yang sah menurut KUHAP dddldh sub.:zgdnm;}.l It[dh
dxtemuhdn dalam Pasal 184 yaitu: o

(1) Alat baktl yang s&h ialah: Ku{emngan saksa Ketemnvan ahli Sum
Petunml\ Keterangan tesdai\wa {2} Hdi yano secara umum xuddﬁ dlixem hui
Udak perlu dsbukt;}gan

- Dari beberapa alat bukn yang sah tersubui dapat d‘sum!kan alat bukti
yang terkait dengan judul makalah ini yaitu “ala: hul\t; Surat dan
Keterangan ahli” sebagai berikut: -

Aﬁat bukm Sm‘at

Yanc dxmaksud denoan surat sebagai alat bukti vang sah yaim surat
yang (diteniukan dalam Pasal 187) dibuat atay sumpah Jabatan atau
dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
- pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang

3. Sudikno. Dr. 8.H.. Hukwm Acara Perduta Indoneisa, celakan periama, Liberty, Yogvakarta, 1977,

b lontld,
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memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,
. +..dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas
- -dan tegas tentang keterangannya. itu;

“b. 'surat yang dibuat menarut ketentudn peraturan perundang-undangan
- atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk
: dalam tata laksana yang rnenjadx tanggung jawabnya dan yanfr
- _dlperumukkan bag; pembuktlan sesuam keadaan

' :._'__.(Yang dlmaksud dengan burat yang dlbuat oleh pejabat. Et‘.‘Imdbl.li\
-surat yang dlkeluarkzm oleh suatu majelis yang berwenang untuk it).

‘€. .. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
-keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
. secara resmi daripadanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah Keterangan yang
diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hul yung
(diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan (butir 28 Pasal 1). Sedangkan di dalam persidangan yang
dimaksud dengan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nvatakan
di sidang pengadilan (Pasal 186). Lebih lanjur dalam penjelasannva
dikatakan bahwa Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada wakrtu
pemeriksaan pendahuluan (oleh penyidik atau penuntut umum) vang
dituangkan dalam suatu bentuk .laporan dan dibuat dengan mengingat
sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal iw tidak
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntui wmum.
maka pada pemeriksaan di sidang, setelah” mengucapkan sumpah/janji.
diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam beriia acara
pemeriksaan.

Dalam praktek, mengenai keterangan yang diberikan oleh ahli
kedokteran kehakiman, disebut keterangan ahli: Akan tetapi. jika Keterangan
dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman diberikan secara tertulis.
maka keterangannya dianggap sebagai alat bukti surat; Akan retapi jika
keterangan tersebut diberikan di depan sidang, maka dianggap sebagai
keterangan saksi?

4 Abdul Hakim G. Nusestara, SH., LL M., dkk. KUHAP Diambatan. akara, 1996, hal 325




(ML Pembuktian dalam Perkara Pidana

. ‘Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan
pada asasnya diperiukan pembukiian, baik iiu terjadi dalam proses perkara
.perdaia maupun dalam proses perkara pidana. Hukum Pembuktian dalam
“hukum acara mempdkan suatu -hal. yang sangal penting, karena tugas
.;_hukum acara yang. terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu
"pertemangan kepentingan. Daiam meneniukan kebenaran ltuiah dicari

bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi Hai{am dalam meswambd
'fputnsan akhir. Maka timbul persoalan, bagmmana caranyd untuk munantukdn/
E =memperoleh kebenaran yang dimaksud? :

“Tntuk’ memecahkan persoalan itu, hukum pembuktian mengenal
%béberapa:ajaran ataw teori pembuktian. Menurut Prof, Satochid Kartanegara,
SH. "Dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 sistem atau ﬂjdrdﬂ
yait: e : : -

a. NEGATIEF WETTELIIK BEWISLEER/BEWIIS THEORIE
b. POSITIEF WETTELUK BEWUISLEER/BEWIS THEORIE"

¢, CONVICTION, IN TIME (BLOOT GEMOEDELIJKKE
OVERTUIGING} :

d.... CONVICTION RAESSONNEE (BEREDE‘\IEERDE OVERTGIGIN G)

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, S.H., mengenm_kakz_m
'punbaha'&annya Sebac;u bertkut : : Y

_‘zda Negatief Wettehjk Bewusieer :

~ Apabila kita mempelajari KUHAP maka akan tampak bahwa yang
* dimaksudkan dengan pembuktian itu, dalam Htﬂ\um Acara Piddnd ada
2 (dua) dasar, yaitu: -

b Har’us ada cukup alat-alat bukt: (upaya pembuktian) vang cimixm
Undang-undang;
2) Keyakinan Hakim.

Jadi dari pemeriksaan di sidang pengadilan itu harns cukup alat-alat
‘pembuktian yang diakui Undang-undang vang sah
(wettelijkbewijsmiddel) di samping kevakinan Hakim. '

Pasal 294 (1) HIR: Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali
apabila Hakim setelah cukup memperoleh alat bukti yang sah (yang

5. Satechid Kartanegara. Prof., SH., Hukum Acara Pidana Indonesia, (himpunan Kuliah). Fakultas
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apabila Hakim setelah cukup memperoleh alat bukti yang sah (yang
‘diakui Undang-undang), telah berkeyakinan bahwa suatu perbuatan

yang dapat dihukum betul telah terjadi :dan: terdakwalah yang

-bersalah; (...kini dalam KUHAP Pasal 183; Hakim tidak boleh

meryaruhkan p:dana kepada Seorang kecua!z apabzla denoan sekmang—

kumngnva dua alat bukti yang sah ia mempero!eh kevakinan bahwa
suatu zma’ak pzdana benar benar rer, Jadz a'an' balns a te#da;’m a!ah yang
. be:sa!ah melczkukannm ), '

'*'Jadx aiuan ydng pertama ini necdtwe alunya dengan alat- alat

_pembukt;an yang diakui Undanmunddnﬂ ded belam cukup, {dpl

“'masih dibutuhkan keyakman Hakim. Dengan perkataan lain, w alaupun
'_Lui\up pembuktmn yang dldasa;kan kepacia alat-alat pembul\nan yang
““diakuai Undang- undang, tetapl Jika: Hakim tidak menmpat kevakinan,

‘maka terdakwa harus dibéebaskan. Oieh karena uu djaran ml dlbebut
- nwanef wetteluk bewusleel '

ad b.Positief Wettefu[\ Bewusieea‘

ad.c

Cara pembuktian yang didasarkan semata-mara atas  alat-alat

'pcmbuktt‘m yang diakui sah oleh Uncianc undang. Menurut ajaran

ini, cukup alat-alat . buktl yanw dldkl.u Undanw undang saja. ini
“positief” denfsan perkataan lain untuk dlbutahkan aidt afat bukti lain

_ddldm hal ini keyakinan Hakim.

Maka oleh kdrema itu ajaran ini disebut dengan “positief wettelijk
bewijsleer”. -

.Conviction “in’ time (Bloot Gemoedelijkke Overtuiging)

Cara puubui\[mn yang didasarkan semata-mata ]\Lpada kevakinan

" Hukim; tidak dibutuhkan alat-alat bukti-lainnya, Bloot = sémata-mata;
Gemoedelijkke = keyakinan. Jadi kalau di sidang pengadilan. Hakim

telah yakin akan kesalahan si terdakwa, maka harus dijatuhkan

hukuman kepadanya.

ad.d. Convlct:on Raxssonnee {Beledenee:de Ovu{moma}

Ini po]\ok djaran pembuktmn atas:
5! Kt,ydkm(m Hakim; rapi keyakinan Hakim itu havus diber

2) Alasan-alasan apa sebabnya ia yakin (beredeneerde) dan dasar
alasan-alasan ini tidak terikat kepada alat pembuktian yang
diakui oleh Undang-undang saja. tapi dapat juga dipergunakan
lain alat pembuktian di luar Undang-undang.

Dart uraian tersebut di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan




-sidang pengadilan harus dapat diperoleh cukup al lat-alat pembuktian yang
-sah diakui Undang-undang dan harus ada keyakinan hakim vang dilahirkan
-_:.dan alat -bukti" tersebut. : : :

Jada unsur keyakman hakim dan unsur cukup alai-aiat buktilab yang
menjadi dasar ajaran pembuktmn negaﬁef yang berarti bahwa dengan ajat-
a lat pembuknan yang chakm sah oleh Undang undang saja belum cukup,
‘akan tetapi masih harus dilengkapi dengna keyakinan Hakim.

. Sedangkan pada Positief Wez‘telrjk Bewijsleer cara pembuktiannya
::sezﬁata mata_hanya didasarkan Kepada . alat-alat pembu!\taan yang sah
diakui Undang-undang saja, bemru ‘hakim dalam memuiuskan. kesalahan
terdakwa hanya berdasarkan pada alat-alat pembuktian belaka. Jadi ajaran
':1;11 berpendapat bahwa . apabila ada bukti (setidak-tidaknya bukti mini-
mum). maka hakim harus menyatakan bahwa terdakwa salah. Tegasnya
dapat " dikatakan bahwa apabila ada bukti (meskipun sedikit) harus
dihukum, tetapi apabila tidak ada bukti harus dibebaskan, karena menuit
ajamn inl unsur adanya keyakinan hakim tidak diperlukan. '

“Akan tetapi pada Conviction in Time (bloot gemoedelijkke overtuiging)
‘pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan kepada keyakinan hakim
saja. Jadi walaupun dj dalam memeriksa perkara’ ada terdapat alat-alat
pembuktian, jika hakim tidak yakin, maka hakim harus membebaskan
terdakwa. Sebaliknya walaupun tidak ada alat-alat pembuktian. jikalau
hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi
hukuman.

Dalam hukum acara pidana, yang dicari adalah kebenaran material.
vaitu Kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya, hakim bersifat
aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup guna
membukiikan dengan sungguh-sungguh apa yang didakwakan kepada
terdakwa.

Selanjutnya mengenai alat-alat pembukiitan dalam hukum acara
pldana alat-alat buktinya terdiri dari: -keterangan saksi; -keterangan ahli:
-surat; -petunjuk; -keterangan terdakwa; (pasal 184 KUHAP).

Sistem pembuktian yang dianui oleh KUHAP adalah terkandung di
dalam ketentuan pasal 183 yang menentukan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
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' --(Ketentuan ini.adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadﬁan da.n
gkepastmn hukum bagi . seseorang).

Di sini maksudnya ‘untuk’ mempidana seseorang diharuskan adanya
1) Minimal: a_da:2-(dua):_.alat:_-.bukti__ yang .- sah,. oo
2) Dari - dﬁa alat'bukti tersebut menjadikan Hakim yakin, benar ‘terjadi
o tindake pidana dan terdakwa yang bersalah’ melakukannya.

f-_Jach keyakman haklm (bahwa benar terjadl tindak p1d¢ma dan
"'terdakwa yang bersaiah melakukannya) tersebut adalah harus dlsgmciari\an
_pada adanya dua (ieblh) a!at buktl yang ~sah. Namun dem1k1an ada
: ._'p gecuahannya yanu daiam acara pemenksaan cepat keyakman lmkzm _
' 'fcukup dldukung satu aiat bukt: yano sah

'IV Buku Surat Keterangan Dokter

Bahwa surat keterangan dokter daiam proses pemenkman pe:kam
pidana adalah dapat digolongkan ke dalam alat bukti surat sebagaimana
ditentukan d&lam KUHAP Pasal 184 ayat | butir ¢. Oleh karena termasuk
'dalam bukti surat maka d:hubungkan dengan ketenman Pasal 187, KUHAP
"bukti tersebut merupakan surat yang dibud{ atas sumpah jabatan vaitu surat
keteranﬂan dari seorang ahli yang rnemuat pendapat berdasarkan keahliunnya
'mencrenal suatu hal atau sesuatu keadaan yang. dimmta secara resimi dau
"padanya ' -

... . Dari segi formal kekuatan aiat bukt: surat {e:sebut sempurna. sebab
dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-
undangan dan isi Keterangan yang terkandung dalam surat tersebut dibnat
atas sumpah jabatan. Dengan demikian bentuk dan isi surat tersebut sudah
benar, terkecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti vang lain.
Demikian pula tentang nilai kebenaran isi keterangan yang dituangkan ahli
di dalam surat tersebut sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat
digugurkan dengan alat bukti yang lain.

" Dari segi materiii alat bukti surat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya
bersifat bebas, jadi tidak dengan sendirinya mempunyai kekuatan pembuktian
yang ‘mengikat. Oleh karena itu hakim bebas untuk menilai kekuatan
pembuktiannya (dalam arti, dapat mempergunakan atau mengesampingkan,
dapat yakin tentang kebenaran isinya dart surat keterangan tersebut atau
dapat tidak yakin). Hal ini adalah dikarenakan dalam proses perkara pidana
adalah mencari kebenaran yang materiil atau kebenaran yang hakiki. yaitu

“kebenaran yang sejati (materiel waarheid). Jadi hakim tidak terikat dan
bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalam surat keterangan dokter

tersebut, Kewapnban hakim dalam proses perkara prdana antara lam
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‘mewujudkan tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, ‘maka
hakim bebas menilai kebenaran dari bukti surat keterangan dokter tersebut
semata-mata demi dapat. ditemukannya kebenaran yang hakiki.

“Hal ini selaras dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP hakim
“dalam menjatuhkan putusan sekalipun telah cukup alat bukti, masih harus
yakin terhadap. alat -bukti itu: dan adanya kesalahan. terdakwa bahwa
terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan. Jika saja
“hakim tidak yakm atau tiadanya keyakman hakim atas alat bukti tersebut,
:'maka terdakwa tidak ‘dapat  disalahkan. Dengan 'demikian dalam
. m mperaunakan kebebasan atas keyakmannya hakim hams bendr«be ar
‘bertanggung jawab berdasarkan moral yang muha dem; texwuju "n)}a

tidak cukup sebavzﬂ alat bukti yang . berdiri sendiri, melainkan harus
memertukan tambahan dengan alat bukti Ialnnyd maqainya keierdngdn ahli,
-petunjuk maupun keterangan sakst. : -

_ Oleh karena haklm dibenkan kebebasan umuk menilal aiat bokti dan
..kebebasan menggnnakan asas keyakinan yang melekat p;}.da d:rmya ma‘ka
'semuam'a terietai» kepada diri hakim bagaimana ia akan menggunakan de\
kebebasan d"gn keyakmannya d;terapkan dalam menangani suatu perkara. Di
atas telah d:kemukakan bahwa alat buktl surat saja tidak cukup budu:
sendiri akan tetapi harus didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat
membuktikan kebenaran adanya suatu peristiwa atau tindak pidana maupun
keadaan/fakta tertentu. Jikalau di dalam praktek ada seorang hakim atau
majelis hakim yang meyakini bahwa dengan adanya suatu surat keterangan
dari dokter yang dianggap sebagai seoran g yang ahii dalam bidang kesehatan,
maka hal tersebut adalah tidak mencukupi dalam arti tidak memenuhi syarat
formal minimal untuk terbuktinya adanya suatu fakta bahwa meman g8
terdakwa atau saksi atan siapa pun juga yang disebutkan dalam surat
keterangan dokter tersebut adalah benar adanya. Namun demikian karena
keyakinan hakim sangat subyektif, demikian pula kebebasannya dalam menilai
alat bukii yang juga subyekiif, maka secara:obyektif tidak dapat dianggap
sebagali benar adanya karena hal-hal yang menyangkut subyektifitas seseoran g
{majelis} dapat dikalahkan atau digugurkan untuk terwujudnya kebenaran
hakiki yang obyektif yang harus dicari oleh seorang hakim (majelis) dalam
proses pidana. Apabila hakin masih berpandangan bahwa subyektifitas dirinya
dalam hal kebebasan memberikan nilai terhadap alat bukti dan faktor
keyakinannya tidak dapat dikalahkan oleh asas umum vang ohyektif vaiiu,
terwijudnya kebenaran yang hakiki, maka proses hukum acara pidana tidak
mengalami kemajuan cara berptku‘ sehingga 51kap tersebut cenderung akan
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Pada’saat. ini ‘sudah ‘waktunya hakim berwawasan luas dan mempunyai
integritas yang tinggi, jujur dan berapi dalam menemukan hukum dan
keadilan semata-mata demi terwujudnya kebenaran yang hakiki.

V. Penutup

.:Adalah akan: lebih menar;k apablfa pada kesempatan ini kita Juou
_--.-meiakukan tanya _}&Wﬂb o Bl el : ‘

_ Akhlrnya kaml mengucapkan tenma kasm atas pe;hatlan :yiiii_g
- "‘dabenkan dan semova bermanfaat i

53






